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“SEPIRO GEDHENING SENGSORO YEN TINOMPO KANTHI LILO 
LEGOWO, IKU AMUNG KROSO DADI COBA” 
(Seberapapun beratnya permasalahan kalau kita terima dengan                
lapang dada, semua hanya akan terasa sebagai cobaan) 
 
 
”DO THE BEST, BE GOOD, THEN YOU WILL BE THE BEST” 
(Lakukan yang terbaik, bersikaplah yang baik,  
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Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan 
perencanaan dan penganggaran keuangan desa di wilayah Kecamatan Sooko Kabupaten 
Ponorogo serta kendala-kendala dalam pelaksanaannya. Analisis dilakukan dengan cara 
mendeskripsikan perencanaan dan penganggaran keuangan desa di wilayah Kecamatan 
Sooko yang kemudian disandingkan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 
Tahun 2014 sebagai petunjuk pelaksanaan dalam pelaksanaan perencanaan dan 
penganggaran keuangan desa. Sedangkan untuk mengetahui kendala-kendala dalam 
pelaksanaannya dipergunakan teori implementasi kebijakan yang di kembangkan oleh 
George C Edward III serta teori Implementasi yang dikembangkan oleh Van Meter dan 
Van Horn.  
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Data diperoleh dari hasil 
wawancara, observasi, dan penelusuran dokumen. Sampel diambil dengan tehnik 
Purposive sampling. Analisis datanya dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan 
model analisa data komparatif, uji validitas dengan tehnik triangulasi data. 
Implementasi Kebijakan dan Perencanaan Keuangan Desa di Kecamatan Sooko 
Kabupaten Ponorogo dalam penelitiannya menggunakan tiga tahapan, yaitu Tahap 
Perencanaan Keuangan Desa, Tahap Penyusunan Struktur APBDesa, dan Tahap 
Penganggaran Keuangan Desa. Dalam tahap perencanaan keuangan desa, di dapatkan 
hasil bahwa Semua desa di wilayah kecamatan sooko sudah menyusun perubahan  RKP 
Desa, namun format RKP Desa belum sesuai dengan ketentuan perundangan. Dalam 
tahap penyusunan struktur APB Desa di dapat hasil bahwa penyusunan rencana 
pendapatan dan belanja desa sudah sesuai dengan ketentuan, namun dalam pengisian nilai 
di APB Desa banyak kebijakan dan rekayasa. Dalam tahap penganggaran keuangan desa 
ditemukan hasil bahwa APBDesa sebagai salah satu syarat utama untuk melaksanakan 
pengelolaan desa terlambat di tetapkan. Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi 
kebijakan perencanaan dan penganggaran keuangan desa di Kecamatan Sooko yang 
pertama adalah faktor Struktur Birokrasi, yaitu terlambatnya penyusunan Peraturan 
Bupati serta adanya fragmentasi antar bidang. Selanjutnya dalam faktor komunikasi, yang 
mempengaruhi adalah clarity atau kejelasan penerima transmisi serta inkonsistensi dari 
transmisi komunikasi. Berikutnya faktor Sumber Daya, yang mempengaruhi adalah skill 
pelaksana kegiatan yang perlu ditingkatkan serta fasilitas untuk melaksanakan kegiatan 
yang kurang memadai. Faktor terakhir yang mempengaruhi adalah Faktor 
Kecenderungan Pelaksana, yang mempengaruhi adalah persepsi pelaksana yang menolak 
untuk melaksanakan implementasi perencanaaan dan penganggaran keuangan desa serta 
di tambah dengan intensitas penolakan yang cukup tinggi dari pelaksana kegiatan. 
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The objectives of this research are to investigate how the villages’ financial planning 
and budgeting policy in Sooko Sub-district, Ponorogo is implemented and what 
constraints the implementation encounters. Analysis of research was done by 
describing the villages’ financial planning and budgeting policy in Sooko Sub-district, 
Ponorogo, and then was collocated with Regulation of the Minister of Home Affairs 
Number: 113 of 2014 as the implementation guideline for the villages’ financial 
planning and budgeting policy. Meanwhile, the constraints were analyzed by using the 
theory of policy implementation developed by George C Edward III and that of 
implementation developed by Van Meter and Van Horn. 
This research used descriptive qualitative method. The samples of research were 
determined through the purposive sampling technique. Its data were collected through 
in-depth interview, observation, and document tracking. They were validated by using 
the data triangulation technique and analyzed qualitatively by using the comparative 
model of analysis. 
The rsult of study conclude implementation of the villages’ financial planning and 
budgeting policy in Sooko Sub-district, Ponorogo Regency used three phases, 
namely:Villages’ Financial Planning, Villages’ Budget Structure Preparation, and 
Villages’ Financial Budgeting. In the first phase, All of the villages already prepared 
amendments to Village Government Work Plans, but their formats were not in 
compliance with the provisions of the prevailing laws and regulations. In the second 
phase, the Village’s Budget Structure Preparation was in compliance with the 
provisions of the prevailing laws and regulations, but frauds and the deceitful nominal 
filling-out were found. In the last phase, the Villages’ Budget as one of the primary 
requirements for the implementation of village management was set late. The factors 
influencing the implementation of the villages’ financial planning and budgeting policy 
in Sooko Sub-district are as follows: 1) Bureaucracy Structure: Regulation of Regent 
of Ponorogo Regency was stipulated late and inter-field fragmentation happened. 2) 
Communication: the clarity of information transmission was less good, and the 
communication transmission was inconsistent. 3) Human Resources: the skills of the 
implementers were low and required improvement, and the facilities for the execution 
of activities were less adequate. 4) Implementers’ Tendency: the implementers had 
perceptions tending to reject the implementation of the villages’ financial planning and 
budgeting policy, and the intensity of the activity implementers’ denials or rejections 
were quite high. 
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